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Abstrak 

Resolusi konflik penting untuk memahami penyebab dan penyelesaian konflik, sebagaimana 

diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012. Konflik sosial dapat terjadi akibat perbedaan 

kepentingan dan perebutan sumber daya terbatas. Penelitian ini menganalisis resolusi konflik 

antara Ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA di Kabupaten Blora dengan menggunakan 

teori kekerasan Johan Galtung dan teori konflik realistis Muzafer Sherif. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan kedua ormas dan 

KESBANGPOL Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh 

kecemburuan dalam penerbitan SKT dan perselisihan pengelolaan sumber daya minyak bumi, 

yang berujung pada bentrokan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi 

FORKOPIMDA Kabupaten Blora, namun diperlukan peran pemerintah yang lebih responsif 

serta penanganan konflik yang berkelanjutan agar konflik serupa tidak terulang. 

Kata kunci: Resolusi konflik, konflik, ormas, pemerintah 

 

1. PENDAHULUAN 

Resolusi konflik di Indonesia masih 

menjadi masalah yang kompleks dan 

perlu ditangani secara serius karena 

berbagai faktor mulai dari historis, 

sosial, budaya, serta ketimpangan 

ekonomi dan politik yang masih terus 

berlanjut. Indonesia sebagai negara 

kepulauan yang sangat beragam dari 

segi suku, agama, ras, dan golongan 

(SARA), sering kali menghadapi 

gesekan antar kelompok yang bisa 

berujung pada konflik horizontal 

maupun vertikal (Dharmawan, 2006). 

Menyadari kompleksitas dan 

besarnya dampak konflik sosial, 

pemerintah Indonesia merespons dengan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial. Undang-undang ini 

menjadi tonggak penting karena untuk 

pertama kalinya negara memiliki 

kerangka hukum resmi dan menyeluruh 

dalam menangani konflik sosial. Dalam 
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penanganan konflik harus meliputi tiga 

aspek yaitu pencegahan konflik, 

penyelesaian konflik, dan pemulihan 

pasca konflik. Selain itu, undang-

undang ini menekankan pentingnya 

peran serta masyarakat, pemerintah 

daerah, serta lembaga-lembaga non 

pemerintah dalam membangun 

perdamaian (Sintaresmi et al., 2022). 

 

Angka yang cukup tinggi 

ditunjukkan oleh konflik yang berasal 

dari politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya.  Faktor politik biasanya terjadi 

karena perbedaan sudut pandang dan 

pilihan politik yang nantinya akan 

menghadirkan gesekan-gesekan pemicu 

terjadinya konflik. Dari sisi ekonomi 

juga menjadi hal yang sering kali 

menimbulkan konflik, ini diakibatkan 

karena persaingan dagang, angka 

kemiskinan yang tinggi dan juga masih 

banyak sekali ketimpangan dan 

kesenjangan ekonomi. Selain itu ada 

juga faktor sosial dan budaya keduanya 

ini tentu saja masih erat kaitannya 

dengan perbedaan tiap individu yang 

tentunya memiliki karakter, sifat 

budaya, dan kepentingan-kepentingan 

dari tiap individu atau kelompok yang 

berbeda. sehingga dari perbedaan ini 

yang biasanya menimbulkan sebuah 

konflik (Suryahartati et al., 2022). 

Daerah yang menjadi salah satu 

penyumbang angka konflik tertinggi 

adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Sepanjang tahun 2024 di Jawa Tengah 

konflik sosial tercatat mencapai 27 

kasus. Walaupun angka ini turun 8,5 

persen dibanding tahun sebelumnya 

namun angka ini masih cukup tinggi 

(Immanuel Citra Senjaya, 2025). 

Sementara di 2025, konflik sosial yang 

terjadi mayoritas seputar gesekan antar 

ormas, perguruan pencak silat, hingga 

pendukung sepak bola. Konflik yang 

muncul akibat gesekan yang berujung 

bentrok antar ormas bisa saja dilandasi 

oleh beberapa faktor penyebab 

terjadinya konflik (Kurniawan, 2022). 

Seperti baru-baru ini terjadinya 

bentrokan antara ormas Pemuda 

Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten 

Blora. 

Konflik antar ormas ini 

mengakibatkan terjadinya kerusuhan 

dan bentrokan yang terjadi antara ormas 

Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA 

yang ada di Kabupaten Blora. Konflik 

yang ditimbulkan dari bentrokan antar 

ormas ini mengakibatkan beberapa 



kericuhan yang semakin memanas. 

Permasalahan ini bermula ketika 

sekelompok anggota Pemuda Pancasila 

Kabupaten Blora yang menggeruduk 

markas GRIB JAYA Kabupaten Blora. 

Hal ini mengakibatkan kericuhan di 

lokasi sekitar dan pada akhirnya 

kericuhan tersebut sempat diredam oleh 

aparat kepolisian dan TNI yang 

langsung berjaga-jaga di lokasi sekitar 

(KOMPAS.com). 

2. METODE PENELITIAN 

Artikel ini disusun dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, yakni 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

oleh penulis yang berkenaaan pada metode 

pengumpulan data yang terfokus pada 

observasi, wawancara secara langsung, 

dengan cara menanyakan dan menjawab 

pertanyaan, mencatat dan kemudian 

mengelola data yang diperlukan.  

Pendekatan deskriptif kualitatif 

adalah sebuah metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara 

mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau 

kondisi sosial yang ada di dunia nyata, 

tanpa melakukan manipulasi terhadap 

variabelnya. Metode ini mengandalkan 

data non-numerik seperti wawancara, 

observasi, dan dokumen untuk 

menghasilkan uraian yang kaya makna. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Johan Galtung berpandangan 

bahwa konflik merupakan penyebab dari 

terjadinya kekerasan dan juga yang menjadi 

potensi munculnya kekerasan itu, sehingga 

perang atau tindakan kekerasan menjadi 

dampak dari adanya konflik. Kemudian 

Galtung membagi kekerasan menjadi tiga 

macam, yaitu kekerasan langsung, 

kekerasan struktural, dan kekerasan 

kultural. Dari ketiga macam kekerasan 

tersebut memiliki dua jenis dimensi, yaitu 

dimensi langsung (fisik) dan dimensi tidak 

langsung (non-fisik) (Saragih et al., 2022). 

 konflik sosial pada dasarnya 

memiliki akar yang nyata, yaitu adanya 

perebutan kepentingan terhadap sumber 

daya yang terbatas, bukan semata karena 

perbedaan identitas sosial atau budaya. 

Lebih jauh, (Sherif et al., 1961) 

menegaskan bahwa konflik antar kelompok 

dapat direduksi apabila pihak-pihak yang 

berkonflik diarahkan pada pencapaian 

superordinate goals, yakni tujuan bersama 

yang hanya bisa dicapai apabila kedua 

kelompok bekerja sama.  

1. Latar Belakang Terjadinya Konflik 

Antara Pemuda Pancasila Dan 

GRIB JAYA Kabupaten Blora. 

 Konflik antar ormas pemuda 

Pancasila dan GRIB JAYA yang terjadi 

di Kabupaten Blora merupakan sebuah 

konflik yang sangat kompleks dan 

penting sekali untuk diselesaikan. Hal 

ini mengingat dampak yang muncul 

akibat konflik tersebut terhadap 

kepentingan publik. Dalam suatu bentuk 



penyelesaian konflik tentunya 

memerelukan identifikasi mendalam 

agar dapat menghasilkan penyelesaian 

bukan hanya dalam jangka pendek 

namun juga harus mempertimbangkan 

jangka panjangnya. Konflik yang terjadi 

ini bermula ketika adanya 

penggerudukan markas GRIB 

Kabupaten Blora oleh anggota Pemuda 

Pancasila Kabupaten Blora sebagai aksi 

penolakan atas kehadiran ormas yang 

baru terbentuk di Kabupaten Blora. 

Adanya konflik yang terjadi tersebut 

diawali dengan berbagai faktor yang 

menjadi pemicunya. 

 Awal mula sebuah gerakan yang 

dilakukan Pemuda Pancasila Kabupaten 

Blora ini merupakan bentuk kesalahan 

komunikasi yang tidak dapat 

disampaikan dengan baik atas hadirnya 

ormas GRIB JAYA yang baru di 

Kabupaten Blora. Mereka menganggap 

bahwa Ormas baru yang belum 

melakukan kegiatan sosial di tengah 

masyarakat belum layak dan mereka 

menganggap belum memiliki izin resmi. 

Sehingga hadirnya GRIB di Blora ini 

masih dipertanyakan legalitasnya. Atas 

tuduhan-tuduhan yang tidak 

dikonfirmasi terlebih dahulu kepada 

pihak terkait akhirnya munculah 

miskomunikasi yang terjadi.  

 Aksi penggerudukan tersebut 

menimbulkan rasa kemarahan dari 

anggota GRIB JAYA se- Jawa Tengah, 

kemudian terjadilah apel pasukan GRIB 

JAYA se-Jawa Tengah di Alun-Alun 

Kabupaten blora dengan maksud ingin 

melaporkan pihak pemuda Pancasila 

yang dianggap melakukan pencemaran 

nama baik. Setelah itu terdapat gesekan 

dari kedua belah pihak di 2 titik yang 

berbeda yaitu di perempatan karangjati 

blora dan di kecamatan kunduran. Dari 

adanya bentrokan tersebut 

mengakibatkan korban luka-luka dari 

kedua belah pihak tersebut. Akibat dari 

pecahnya konflik ini menjadikan trauma 

bagi Masyarakat sekitar kejaian konflik. 

Hal ini juga mengakibatkan gangguan 

keamanan dan ketertiban umum di 

masyarakat.  

 Kekerasan langsung dalam konflik 

ini sangatlah jelas terlihat baik berupa 

fisik dan non fisik. Kekerasan langsung 

berupa Tindakan fisik yang ada dalam 

kondflik ini Adalah pecahnya konflik 

atau bentrokan yang mengakibatkan 

banyak korbanluka-luka. Sebelum 

terjadinya bentrok tersebut juga sempat 

kata-kata yang kurang pantas yang 

disampaikan oleh ormas pemuda 

Pancasila saat mendatangi markas GRIB 

JAYA kabupaten blora tersebut, hal ini 

juga merupakan bentuk Tindakan 

kekerasan langsung non fisik. Selain itu 

juga terdapat kekerasan struktural yang 

mana konflik ini juga imbas dari adanya 



mis komunikasi yang telah terjadi 

sebelumnya sehingga adanya rasa 

cemburu, dendam yang menjadikan 

adanya rencana penolakan kehadiran 

ormas GRIB JAYA di Kabupaten blora. 

2. Faktor - Faktor Penyebab 

Terjadinya Konflik Antara Ormas 

Pemuda Pancasila Dan GRIB 

JAYA Kabupaten Blora. 

 Faktor yang menjadi salah satu 

alasan adanya aksi penggerudukan 

tersebut juga dikarenakan terdapat 

perbedaan pandangan tentang 

pengelolaan sumberdaya alam berupa 

pemanfaatan hasil minyak bumi oleh 

Masyarakat lokal (BUMDES). Terdapat 

sumur minyak yang selama ini 

mempekerjakan anggota -anggota 

Ormas Pemuda Pancasila ini sebagai 

tenaga keamanan, malah dicegat dijalan 

oleh ormas grib dengan dalih membawa 

bahan minyak illegal dan tidak memiliki 

izin. Sehingga Tindakan tersebut juga 

menimbulkan ketersinggungan serta 

perbedaan arah pandang dari kedua 

ormas yang ada di kabupaten blora 

tersebut. 

 Selain itu Faktor kecemburuan atas 

jangka waktu penerbitan SKT oleh 

KESBANGPOL Kabupaten blora yang 

dianggap tebang pilih menjadi alasan 

utama pemuda Pancasila melakukan 

aksi protes tersebut. KESABNGPOL 

selaku pihak yang melakukan 

pencatatan terhadap seluruh ormas yang 

ada di kabupaten blora dianggap terlalu 

dini dalam hal penerbitan SKT GRIB 

JAYA. Jangka waktu dalam penerbitan 

tersebut sangat berbeda jauh dengan 

lama penerbitan SKT Pemuda Pancasila 

saat itu. Namun pihak KESBANGPOL 

Blora telah menegasakan bahwa 

memang terdapat perbedaan aturan pada 

saat penerbitan SKT Pemuda Pancasila 

saat dulu dengan Penerbitan SKT GRIB 

JAYA sekarang, selain itu faktor lama 

pengurusan SKT Pemuda Pancasila juga 

dikarenakan adanya dualisme 

kepemimpinan.  

Dengan adanya faktor tersebut maka 

hal ini menunjukan bahwa faktor-faktor 

yang memicu konflik ini sebenarnya 

dikarenakan pola komunikasi yang 

kurang baik. Hal ini tentunya akan 

menghadirkan misskomunikasi dan 

kesalahpahaman yang menimbulkan 

suatu konflik. 

 Adanya keinginan untuk 

mendominasi sebagai ormas yang sama-

sama memiliki orientasi target, serta 

kegiatan yang hampir sama menjadikan 

konflik ini semakin kompleks. 

Banyaknya anggota ormas pemuda 

Pancasila yang berpindah dan masuk ke 

ormas GRIB termasuk ketua DPC GRIB 

JAYA yang dulu juga Adalah mantan 

Bendahara Pemuda Pancasila Blora 

akhirnya menimbulkan rasa dendam dan 



kemarahan dari ormas pemuda 

Pancasila.  

Dari semua faktor yang menjadikan 

konflik ini bisa sampai muncul, terdapat 

beberapa alasan penting yang menjadi 

dasar bahwa konflik ini bermula. Faktor 

pola komunikasi yang kurang baik 

menjadi salah satu faktor utama dari 

sekian banyaknya faktor yang 

menimbulkan konflik ini. Komunikasi 

yang cenderung mengedepankan rasa 

egoisme masing-masing pihak 

menimbulkan beragam sterotip negatif 

antar kedua ormas tersebut. Pola 

persaingan dari kedua belah pihak serta 

munculnya berbagai gesekan-gesekan 

kecil menjadikan konflik ini menjadi 

cukup kompleks dan rumit.

4. KESIMPULAN 

 Konflik antara Ormas Pemuda 

Pancasila Kabupaten Blora dan GRIB 

JAYA Kabupaten Blora merupakan 

konflik sosial yang bersifat kompleks. 

Konflik ini tidak hanya ditandai oleh 

kekerasan langsung, baik fisik maupun 

non-fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh 

kekerasan kultural yang bersumber dari 

perbedaan karakter individu, budaya 

organisasi, gaya komunikasi, serta pola 

kepemimpinan masing-masing ormas. 

 Selain itu, adanya persaingan 

kepentingan, khususnya dalam 

perebutan sumber daya terbatas seperti 

bisnis keamanan, kegiatan sosial 

dengan sasaran yang sama, serta 

perpindahan anggota, memperkuat 

eskalasi konflik yang terjadi. Faktor 

kesalahpahaman dan lemahnya pola 

komunikasi menjadi pemicu utama 

konflik, terutama akibat informasi yang 

tidak terverifikasi dan kurangnya 

mekanisme klarifikasi antar pihak. 

Intensitas persaingan yang tinggi, 

ditambah dengan kedekatan wilayah 

aktivitas dan lokasi markas, semakin 

meningkatkan potensi gesekan antar 

kelompok.  

 Oleh karena itu, konflik ini 

menunjukkan bahwa lemahnya 

komunikasi, persaingan kepentingan, 

dan tidak adanya ruang dialog yang 

efektif dapat mendorong organisasi 

kemasyarakatan menuju tindakan 

represif dan kekerasan terbuka. Dengan 

demikian, penelitian ini menegaskan 

pentingnya peran pemerintah dalam 

memperkuat sistem deteksi dini 

konflik, membangun forum komunikasi 

lintas ormas, serta mendorong budaya 

dialog, klarifikasi, dan kerja sama sosial 

yang konstruktif. Upaya-upaya tersebut 

menjadi kunci dalam mencegah konflik 

serupa di masa mendatang serta 

menciptakan stabilitas dan kohesi sosial 

yang berkelanjutan di tingkat lokal. 
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